WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
SUBULUSSALAM DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA KAMPONG D! KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat {3) dan Pasal
99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Bagian Dari
hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa
untuk setiap Desa;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi
penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah
Kota subulussalam tahun anggaran 2021, maka perlu
dilakukan perhitungan ulang dan penetapan ulang
rinciang Alokasi Dana Kampong yang diterima masing-
masing kampong dalam wilayah Kota Subulussalam
Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikoyta Subulussalam Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
Alokasi Dana Kampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Untuk
Setiap Kampong Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan
Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampong Di Kota
Subulussalam Tahun Anggaran 2021.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
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10.

11.

12.

2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5864};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indoesia Nomor 13 Tahun

2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Qarun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012




MENETAPKAN

tentang Pemerintah Kampong sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampong ;

13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendaptan dan Belanja Kota Subulussalam
Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendaptan dan Belanja
Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUBULUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP
KAMPONG DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG DI
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong Dan Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong
Untuk Setiap Kampong Dalam Wilayah Kota Subulussalam
Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampong Di Kota
Subulussalam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Subulussalam Tahun 2021 Nomor2) diubah, sehingga
menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12
(1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 kepada Pemerintah Kampong dilakukan
dalam 4 (empat) tahapan.

(2) Tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Tahap I disalurkan dalam kurun waktu bulan
Januari sampai dengan bulan Maret, paling
banyak sebesar 25%;

b. Tahap II disalurkan dalam kurun waktu bulan
April sampai denganbulan, Juni paling banyak
sebesar 25%;

¢. Tahap III disalurkan dalam kurun waktu
bulan Juli sampai dengan bulan September,
paling banyak sebesar 25%; dan




2.

d. Tahap IV disalurkan dalam kurun waktu
bulan Oktober sampai dengan bulan
Desember, paling banyak sebesar 25%.

(3) Dihapus.
(4) Dihabus.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 13

Penyaluran tahap | sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala
Kampong mengajukan permohonan penyaluran ADK
kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan:

a. Qanun Kampong tentang RKPKampong, Qanun
Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran
2021 dan Peraturan Kepala Kampong tentang
Penjabaran APBKampong Tahun Anggaran 2021;

b. Surat Keputusan Walikota Subulussalam tentang
Hasil Evaluasi Qanun Kampong tentang
APBKampong Tahun Anggaran 2021;

c. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampong;

d. Fotokopi KTP Kepala Kampong dan Bendahara
Kampong; dan

e. SK Jabatan Kepala Kampong dan SK Jabatan
Bendahara Kampong.

Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala

Kampong menyampaikan:

a. Dokumen laporan realisasi penggunaan ADK
tahun anggaran 2020; dan

b. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap I tahun
anggaran 2021.

Penyaluran tahap Il sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala
Kampong menyampaikan laporan realisasi
penyerapan ADK Tahap Il tahun anggaran 2021.

Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala

Kampong menyampaikan laporan realisasi

penyerapan ADK tahap Il tahun anggaran 2021.
Dihapus

Dihapus




(7) Dihapus
(8) Dihapus
(9) Dihapus
(10) Dihapus
(11) Dihapus

3. Lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi
Dana Kampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Kepada Kampong Untuk Setiap Kampong
Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan
Alokasi Dana Kampong Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran

2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Subulussalam.

ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 27 September 2021 M
H

|

diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 27 September 2021 M
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